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Abstrak 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam menopang 
pembiayaan belanja negara. Hampir setiap negara yang ada di dunia memungut pajak 
kepada warganya. Besar kecilnya pungutan pajak bergantung pada kebijakan masing-
masing negara dalam mengelola keuangan dan ekonomi. Dalam Pasal 23 UUD 1945 
diatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara 
diatur dengan undang-undang. Dalam penelitian menggunakan metode pendekatan 
yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni 
dengan menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti, atau pendekatan dengan menggunakan legislasi dan 
regulasi sebagai bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian penulis 
mendapatkan kesimpulan ketentuan hukum tindak pidana perpajakan di Indonesia, 
bahwa: Untuk mengatur suatu aturan perpajakan dibentuklah UU No. 28 Tahun 2007 dan 
UU No. 7 Tahun 2021, serta Permenkeu No. 130/PMK.03/2009, sebagai hukum 
administrasi mengedepankan kemanfaatan bersama. Terutama penerimaan negara bagi 
sebesar-besar kepentingan rakyat.  
 
Kata Kunci: Tindak Pidana, Pajak, Keadilan Restoratif. 
 

Abstract 
Taxes constitute a crucial source of national income, providing the necessary funds for 
state expenditures. Virtually every country in the world levies taxes on its citizens. The 
extent of tax collection depends on each country's policies in managing its finances and 
economy. Article 23 of the 1945 Constitution of Indonesia stipulates that "Taxes and other 
compulsory levies for state purposes are regulated by law." In this research, a normative 
juridical approach was employed, utilizing a statutory approach to analyze and assess 
legal regulations related to the researched issue, or employing legislation and regulations 
as secondary legal sources. Based on the research findings, the author concludes that in 
Indonesia, the legal provisions regarding tax offenses are governed by Law No. 28 of 
2007 and Law No. 7 of 2021, as well as Minister of Finance Regulation No. 
130/PMK.03/2009, which emphasizes collective benefits, particularly in the interest of 
the people's welfare and the state's revenue. 
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PENDAHULUAN 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam menopang 
pembiayaan belanja negara (Rusdi, 2021). Hampir setiap negara yang ada di dunia 
memungut pajak kepada warganya. Besar kecilnya pungutan pajak bergantung pada 
kebijakan masing-masing negara dalam mengelola keuangan dan ekonomi (Aqmarina & 
Furqon, 2020). Dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945) diatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 
keperluan negara diatur dengan undang-undang”.  

Berdasarkan pada landasan  konstitusional tersebut, selanjutnya dalam Ketentuan 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 
Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) 
ditentukan bahwa: ”Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. 

Pajak adalah sumber terpenting dalam penerimaan negara dan dipungut 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Basti, 2020), dan 
untuk melaksanakannya dikeluarkanlah Keputusan Menteri Keuangan sampai Keputusan 
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebagai lembaga pemerintah yang mengemban 
tugas dan  tanggung jawab menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak guna 
membiayai  anggaran penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan 
nasional (PERTIWI, 2020).  

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak 
melakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi (Delviana et al., 2021). Program 
Ekstensifikasi dilakukan dengan upaya sosialisai pajak guna menambah jumlah wajib 
pajak (Anggraeni, 2019). Sedangkan Program Intensifikasi dilakukan dengan berbagai 
cara terhadap wajib pajak yang sudah mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP). Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 
06/PJ.9/2001, program intensifikasi yang dilakukan, antara lain, dengan cara 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atau Penangung Pajak yang sudah terdaftar dalam 
pemenuhan kewajiban perpajakannya serta menggali potensi pajak yang lain melalui 
upaya pemeriksaan pajak. 

Pengaturan sistem pemungutan pajak tersebut jelaslah bahwa pajak mempunyai 
kedudukan yang sangat penting sebagai sumber utama pendapatan negara (Dewi & 
Maulida, 2012). Untuk itu karakter pungutan pajak merupakan pungutan yang 
“memaksa”, namun demikian harus dilaksanakan berlandaskan pada ketentuan Undang-
Undang. Dengan demikian, jika seseorang atau badan (korporasi) sebagai wajib pajak 
atau penanggung pajak tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang 
berlaku, maka sebagai implikasi hukumnya dapat dikenakan sanksi. Bahkan dalam UU 
No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi terhadap 
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pelanggaran hukum pajak (tax evasion) juga dapat dikenakan pada pihak ketiga dan 
petugas pajak yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan peraturan 
perpajakan ataupun ketentuan lain yang terkait (dalam hal ini KUHP dan UU Tindak 
Pidana Korupsi). 

Meskipun dalam kasus pelanggaran hukum pajak yang terjadi, termasuk kasus 
besar tersebut, telah diputus dengan sanksi pidana dan denda administrasi yang berat 
namun kasus- kasus pelanggaran hukum pajak tampaknya cenderung meningkat dengan 
modus operandi yang semakin kompleks (Hadiningrum, 2014). Sementara itu dikalangan 
beberapa ahli hukum pajak dan ahli hukum pidana mempermasalahkan kecenderungan 
penerapan sanksi pidana yang cenderung meningkat dan semakin berat tanpa dibarengi 
dengan penurunan jumlah kejahatan di bidang perpajakan (Anggraeni, 2019). Di lain 
pihak, harus dingat bahwa sanksi pidana pada hakekatnya bersifat ultimum remedium. 

Terkait dengan konsep restorative justice, tujuan utama dari keadilan restoratif 
adalah pemulihan sedangkan tujuan keduanya adalah ganti rugi (Irawan et al., 2022). 
Dengan konsep tersebut dapat diartikan bahwa proses penegakan hukum atau 
penanggulangan tindakan pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses 
penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya 
termasuk ganti rugi terhadap korban (penulis: ataupun bentuk kompensasi atau restitusi 
lainnya) melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat 
(Hutauruk, 2019). 

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan 
suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendukung seseorang untuk 
melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan (Pranata, 2022). Tetapi 
pendekatan yang dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak 
yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka memahami makna dan tujuan 
dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang 
bersifat memulihkan atau mencegah (Flora, 2018). Dengan demikian, pendekatan 
restoratif tersebut sesungguhnya tidak hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata saja, 
tapi juga dalam perkara administrasi dan perkara pidana, sebagaimana dapat terjadi juga 
dalam perkara di bidang perpajakan. 

Pada Pasal 44B UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan beserta penjelasannya, pada pokoknya menyatakan kepentingan penerimaan 
Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sepanjang perkara tersebut belum 
dilimpahkan ke Pengadilan. Dengan demikian penghentian penyidikan tersebut dapat 
terjadi terhadap perkara masih pada tingkat penyidikan maupun pada tahap penuntutan 
umum belum dilimpahkan ke Pengadilan. 

Sejalan dengan himbauan Jaksa Agung Republik Indonesia (Jaksa Agung RI) 
menyatakan bahwa kasus korupsi dibawah 50 (lima puluh) juta tidak perlu di proses jika 
telah ada pengembalian kerugian negara dengan tujuan penyelesaian perkara secara 
secara sederhana dan cepat (Anggraeni, 2019). Namun tentu saja ada persyaratan dalam 
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penyelesaian secara non litigasi tersebut yaitu perbuatan tersebut tidak dilakukan secara 
terus menerus (on going) atau bersifat kesalahan administratif. Namun lain hal perkara 
sudah ditingkat penuntutan (sudah tahap II) tersangka memenuhi kewajiban pembayaran 
pokok pajak terhutang dan denda maksimal namun tidak ada permohonan penghentian 
penyidikan dari Menteri Keuangan Kepada Jaksa Agung, undang–undang tidak mengatur 
yang memungkinkan perkara tersebut dihentikan. Demikian pula pada saat persidangan 
berjalan dan sebelum dilakukan tuntutan pidana, terdakwa memenuhi kewajiban 
pembayaran pokok pajak terhutang dan denda maksimal, undang-undang juga tidak 
mengatur yang memungkinkan persidangan dihentikan demi hukum. Kejaksaan hanya 
mengatur Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Umum berdasarkan Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 
berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15 Tahun 2020). 

 
METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, melalui 
pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni dengan menganalisis dan 
mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti, atau pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa 
deskriptif analitis, yang mendesripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
pada wajib pajak terkait dengan implementasi restorative justice (keadilan restoratif) 
terhadap tindak pidana perpajakan yang dilakukan wajib pajak dikaitkan dengan teori-
teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berlaku. 

Sumber bahan hukum yang dipergunakan bersumber dari penelitian kepustakaan 
berupa bahan hukum sekunder, dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang 
berkaitan dengan isu yang dihadapi (Hadiningrum, 2014). Kasus-kasus yang yang terjadi 
di masyarakat, di ditelaah melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) 
yakni dengan menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti, atau pendekatan dengan menggunakan legislasi dan 
regulasi (Amirudin dan Zainal Askin, 2014). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Implementalsi Restoraltive JUSTICE (Kealdilaln Restoraltif) Dallalm Tindalk Pidalnal 

Perpaljalkaln Yalng Dilalkukaln Waljib Paljalk 
A. Ketentualn Hukum Tindalk Pidalnal Perpaljalkaln di Indonesial 
1. UU No. 28 Talhun 2007 tentalng Ketentualn Umum daln Taltal Calral Perpaljalkaln 

Paljalk aldallalh kontribusi waljib kepaldal negalral yalng terutalng oleh oralng pribaldi altalu 
baldaln yalng bersifalt memalksal berdalsalrkaln Undalng-Undalng, dengaln tidalk mendalpaltkaln 
imballaln secalral lalngsung daln digunalkaln untuk keperlualn negalra (Fransisca, 2023). 
Terhaldalp dugalaln terjaldinyal tindalk pidalnal perpaljalkaln PPNS selalku penyidik dalpalt 
melalkukaln pemeriksalaln dengaln bukti permulalaln yalng dimiliki. Dallalm UU No. 28 Talhun 
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2007 tentalng Ketentualn Umum daln Taltal Calral Perpaljalkaln, semual proses hukum dialtur 
mulali dalri proses penyidikaln salmpali dengaln persidalngaln. 
a. Salnksi Aldministraltif 

Sebalgalimalnal diiuralikaln sebelumnyal, coralk hukum aldministralsi yalng khusus dalri 
hukum paljalk, keberaldalaln salnksi aldministralsi diperlukaln algalr waljib paljalk sejalk dini 
diperingaltkaln untuk memenuhi kewaljibalnnyal secalral aldministralsi memenuhi 
kewaljibalnnyal membalyalr paljalk. Kewaljibaln untuk memenuhi persyalraltaln aldministralsi 
daln pengenalaln salnksi aldministralsi kepaldal pihalk yalng mengalbalikalnnyal aldallalh bentuk 
peneralpaln salnksi aldministralsi daln memiliki kekualtaln hukum yalng mengikalt. Kepaldal 
waljib paljalk yalng tidalk memenuhi persyalraltaln aldministralsi daln telalh diperingaltkaln daln 
dikenalkaln salnksi aldministralsi, menurut hukum pidalnal, dalpalt dijaldikaln indikaltor alpalkalh 
waljib paljalk memiliki iktikald balik altalu iktikald tidalk balik untuk memenuhi kewaljibalnnyal 
membalyalr paljalk.  
b. Salnksi Pidalnal Balgi Palral Pelalku Tindalk Pidalnal Perpaljalkaln 

Salnksi balgi palral pelalku tindalk pidalnal perpaljalkaln berdalsalrkaln Palsall 39Al huruf b, 
yalitu: ”Menerbitkaln falktur paljalk tetalpi belum dikukuhkaln sebalgali pengusalhal kenal paljalk 
dipidalnal dengaln pidalnal penjalral palling singkalt 2 (dual) talhun daln palling sedikit 6 (enalm) 
talhun sertal dendal palling sedikit 2 (dual) kalli jumlalh paljalk dallalm falktur paljalk, bukti 
pemungutaln paljalk, bukti pemotongaln paljalk, daln/altalu bukti setoraln paljalk daln palling 
balnyalk 6 (enalm) kalli jumlalh paljalk dallalm falktur paljalk, bukti pemungutaln paljalk, bukti 
pemotongaln paljalk, daln/altalu bukti setoraln paljalk.   
c. Penyidikaln Tindalk Pidalnal Perpaljalkaln 

Penyidikaln Tindalk Pidalnal di bidalng perpaljalkaln aldallalh seralngkalialn Tindalkaln yalng 
dilalkukaln oleh penyidik untuk mencalri tindalk yalng dilalkukaln oleh penyidik untuk 
mencalri sertal mengumpulkaln bukti yalng dengaln bukti itu membualt teralng tindalk pidalnal 
di bidalng perpaljalkaln yalng terjaldi sertal menemukaln tersalngkalnnyal” Sedalngkaln Penyidik 
aldallalh Pejalbalt Pegalwali Negeri Sipil tertentu di lingkungaln Direktoralt Jenderall Paljalk 
yalng diberi wewenalng khusus sebalgali penyidik untuk melalkukaln penyidikaln tindalk 
pidalnal di bidalng perpaljalkaln sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln.  
d. Penghentialn Penyidikaln Tindalk Pidalnal di Bidalng Perpaljalkaln 

Tindalkaln penghentialn penyidikaln tindalk pidalnal di bidalng perpaljalkaln dalpalt 
dilalkukaln, dallalm alyalt: Palsall 44B: 
(1) Untuk kepentingaln penerimalaln negalral, altals permintalaln Menteri Keualngaln, Jalksal 

Algung dalpalt menghentikaln penyidikaln tindalk pidalnal di bidalng perpaljalkaln palling 
lalmal dallalm jalngkal walktu 6 (enalm) bulaln sejalk talnggall suralt permintalaln. 

(2) Penghentialn penyidikaln tindalk pidalnal di bidalng perpaljalkaln sebalgalimalnal dimalksud 
paldal alyalt (1) halnyal dilalkukaln setelalh Waljib Paljalk melunalsi utalng paljalk yalng tidalk 
altalu kuralng dibalyalr altalu yalng tidalk sehalrusnyal dikemballikaln daln ditalmbalh dengaln 
salnksi aldministralsi berupal dendal sebesalr 4 (empalt) kalli jumlalh paljalk yalng tidalk altalu 
kuralng dibalyalr, altalu yalng tidalk sehalrusnyal dikemballikaln. 
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e. Alspek Pidalnal Dallalm UU Perpaljalkaln 
Dallalm Undalng-Undalng Nomor 28 Talhun 2007 tentalng Ketentualn Umum daln 

Taltal Calral Perpaljalkaln terdalpalt beberalpal alspek pidalnal dallalm perpaljalkaln, yalitu: Salnksi 
Pidalnal dallalm bidalng perpaljalkaln dibalgi dallalm beberalpal kaltalgori yalitu: 
a. Delik Keallpalaln Oleh Waljib Paljalk 

Setialp oralng yalng kalrenal keallpalalnnyal: 
1) Tidalk menyalmpalikaln Suralt Pemberitalhualn; altalu 
2) Menyalmpalikaln Suralt Pemberitalhualn, tetalpi isinyal tidalk benalr altalu tidalk lengkalp, altalu 

melalmpirkaln keteralngaln yalng isinyal tidalk benalr sehinggal dalpalt menimbulkaln 
kerugialn paldal pendalpaltaln negalral daln perbualtaln tersebut merupalkaln perbualtaln setelalh 
perbualtaln yalng pertalmal kalli sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 13Al, didendal palling 
sedikit 1 (saltu) kalli jumlalh paljalk terutalng yalng tidalk altalu kuralng dibalyalr daln palling 
balnyalk 2 (dual) kalli jumlalh paljalk terutalng yalng tidalk altalu kuralng dibalyalr, altalu 
dipidalnal kurungaln palling singkalt 3 (tigal) bulaln altalu palling lalmal 1 (saltu) talhun.  

b. Delik Kesengaljalaln Oleh Waljib Paljalk 
Dipidalnal penjalral palling singkalt 6 bulaln daln palling lalmal 6 talhun daln dendal palling 

sedikit 2 kalli daln palling balnyalk 4 kalli jumlalh paljalk terutalng yalng tidalk altalu kuralng balyalr, 
setialp oralng yalng dengaln sengaljal sehinggal menimbulkaln kerugialn paldal pendalpaltaln 
negalral: 
1) tidalk mendalftalrkaln diri untuk diberikaln NPWP altalu NPPKP; 
2) menyallalhgunalkaln altalu menggunalkaln talnpal halk NPWP altalu NPPKP; 
3) tidalk menyalmpalikaln Suralt Pemberitalhualn; 
4) menyalmpalikaln Suralt Pemberitalhualn daln/altalu keteralngaln yalng isinyal tidalk benalr altalu 

tidalk lengkalp; 
5) menolalk untuk dilalkukaln pemeriksalaln 
6) memperlihaltkaln pembukualn, pencaltaltaln, altalu dokumen lalin yalng pallsu altalu 

dipallsukaln seolalh-olalh benalr, altalu tidalk menggalmbalrkaln kealdalaln yalng sebenalrnyal; 
7) tidalk menyelenggalralkaln pembukualn altalu pencaltaltaln di Indonesial, tidalk 

memperlihaltkaln altalu tidalk meminjalmkaln buku, caltaltaln, altalu dokumen lalin. 
8) tidalk menyimpaln buku, caltaltaln, altalu dokumen yalng menjaldi dalsalr pembukualn altalu 

pencaltaltaln daln dokumen lalin termalsuk halsil pengolalhaln daltal dalri pembukualn yalng 
dikelolal secalral elektronik altalu diselenggalralkaln secalral progralm alplikalsi on-line di 
Indonesial; altalu 

9) tidalk menyetorkaln paljalk yalng telalh dipotong altalu dipungut. 
c. Setialp oralng yalng dengaln sengaljal 
1) menerbitkaln daln/altalu menggunalkaln falktur paljalk, bukti pemungutaln paljalk, bukti 

pemotongaln paljalk, daln/altalu bukti setoraln paljalk yalng tidalk berdalsalrkaln tralnsalksi yalng 
sebenalrnyal; altalu 

2) menerbitkaln falktur paljalk tetalpi belum dikukuhkaln sebalgali Pengusalhal Kenal 
Paljalk dipidalnal dengaln pidalnal penjalral palling singkalt 2 (dual) talhun daln palling lalmal 6 
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(enalm) talhun sertal dendal palling sedikit 2 (dual) kalli jumlalh paljalk dallalm falktur paljalk, 
bukti pemungutaln paljalk, bukti pemotongaln paljalk, daln/altalu bukti setoraln paljalk daln 
palling balnyalk 6 (enalm) kalli jumlalh paljalk dallalm falktur paljalk, bukti pemungutaln paljalk, 
bukti pemotongaln paljalk, daln/altalu bukti setoraln paljalk. 

2. Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2021 Tentalng Halrmonisalsi Peralturaln 
Perpaljalkaln 

Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2021 tentalng Halrmonisalsi Peralturaln Perpaljalkaln 
(UU No. 7 Talhun 2021 tentalng Halrmonisalsi Peralturaln Perpaljalkaln) disalhkaln dallalm 
ralngkal meningkaltkaln pertumbuhaln perekonomialn yalng berkelalnjutaln daln mendukung 
percepaltaln pemulihaln perekonomialn alkibalt palndemic covid-19. Dallalm UU No. 7 Talhun 
2021 tentalng Halrmonisalsi Peralturaln Perpaljalkaln, disaltu sisi ditalmbalhkaln daln diubalh 
palsall untuk memperkualt kedudukaln penegalkaln hukum paljalk di bidalng perpaljalkaln. Disisi 
lalin jugal memperluals halk Waljib Paljalk dallalm melalkukaln pembalyalraln utalng paljalk disertali 
salnksi dendal aldministralsi untuk penghentialn penyidikaln Tindalk Pidalnal Perpaljalkaln. 

Dallalm Palsall 40 (Dalluwalrsal Penuntutaln): “Penuntutaln tindalk pidalnal di bidalng 
perpaljalkaln dalluwalrsal 10 (sepuluh) talhun dalri sejalk salalt terutalngnyal paljalk, beralkhirnyal 
Malsal Paljalk, Balgialn Talhun Paljalk, altalu Talhun Paljalk yalng bersalngkutaln. Hall tersebut 
dimalksudkaln gunal memberikaln sualtu kepalstialn hukum balgi Waljib Paljalk, Penuntut 
Umum, daln Halkim. Yalng dimalksud dengaln "penuntutaln" aldallalh penyalmpalialn suralt 
pemberitalhualn dimulalinyal penyidikaln kepaldal penuntut umum melallui penyidik pejalbalt 
Kepolisialn Negalral Republik Indonesial daln/altalu kepaldal terlalpor”. 

Dallalm Palsall 43Al alyalt (1) (Pemeriksalaln Bukti Permulalaln): “Informalsi, daltal, 
lalporaln, daln pengaldualn yalng diterimal oleh Direktoralt Jenderall Paljalk alkaln dikembalngkaln 
daln dialnallisis melallui kegialtaln intelijen daln/altalu kegialtaln lalin yalng halsilnyal dalpalt 
ditindalklalnjuti dengaln Pemeriksalaln, Pemeriksalaln Bukti Permulalaln, altalu tidalk 
ditindalklalnjuti. Pemeriksalaln Bukti Permulalaln memiliki tujualn daln kedudukaln yalng salmal 
dengaln penyelidikaln sebalgalimalnal dialtur dallalm Undalng-Undalng yalng mengaltur 
mengenali hukum alcalral pidalnal”. 

Dallalm Palsall 44 alyalt (2) huruf J: “Penyitalaln untuk tujualn pemulihaln kerugialn paldal 
pendalpaltaln negalral dalpalt dilalkukaln terhaldalp balralng bergeralk altalupun tidalk bergeralk, 
termalsuk rekening balnk, piutalng, daln suralt berhalrgal milik Waljib Paljalk, Penalnggung 
Paljalk, dalnf altalu pihalk lalin yalng telalh ditetalpkaln sebalgali tersalngkal. Penyitalaln dilalkukaln 
oleh penyidik dengaln ketentualn sesuali dengaln hukum alcalral pidalnal”, alntalral lalin:  
a. halrus memperoleh izin ketual pengaldilaln negeri setempalt; 
b. dallalm kealdalaln yalng salngalt perlu daln mendesalk, penyidik dalpalt melalkukaln penyitalaln 

daln segeral melalporkaln kepaldal ketual pengaldilaln negeri setempalt gunal memperoleh 
persetujualnnyal. yalng menyuruh melalkukaln, yalng turut sertal melalkukaln, yalng 
mengalnjurkaln, altalu yalng membalntu melalkukaln tindalk pidalnal di bidalng perpaljalkaln. 
Pemblokiraln dilalkukaln dengaln melalkukaln permintalaln pemblokiraln ke pihalk 
berwenalng seperti balnk, kalntor pertalnalhaln, kalntor salmsalt daln lalin-lalin. 
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Dallalm Palsall 44 alyalt (2) huruf D: “Penghentialn penyidikaln demi hukum aldallalh 
allalsaln halpusnyal halk menuntut daln hilalngnyal halk menjallalnkaln pidalnal, alntalral lalin kalrenal 
terhaldalp perkalral yalng salmal tidalk dalpalt dialdili untuk kedual kallinyal (nebis in ideml, 
tersalngkal meninggall dunial, altalu kalrenal dalluwalrsal sebalgalimalnal dimalksud dallalm palsall 
40”. Dallalm Palsall 44 B alyalt (1): “Untuk kepentingaln penerimalaln negalral, altals permintalaln 
Menteri Keualngaln, Jalksal Algung dalpalt menghentikaln penyidikaln tindalk pidalnal 
perpaljalkaln sepalnjalng perkalral pidalnal tersebut belum dilimpalhkaln ke pengaldilaln”. 

Dallalm Palsall 44 B alyalt (2): “Dallalm hall proses penyidikaln telalh menetalpkaln 
tersalngkal yalng lebih dalri 1 (saltu) oralng altalu baldaln, malkal setialp tersalngkal jugal memiliki 
halk untuk mengaljukaln permohonaln penghentialn penyidikaln untuk dirinyal sendiri. 
Permohonaln penghentialn penyidikaln dilalkukaln oleh tersalngkal setelalh melunalsi jumlalh 
kerugialn paldal pendalpaltaln negalral; jumlalh paljalk terutalng yalng tidalk altalu kuralng dibalyalr; 
jumlalh paljalk dallalm falktur paljalk, bukti pemungutaln paljalk, bukti pemotongaln paljalk, 
daln/altalu bukti setoraln paljalk; jumlalh restitusi yalng dimohonkaln daln/altalu kompensalsi altalu 
pengkreditaln paljalk yalng dilalkukaln, sesuali dengaln proporsi yalng menjaldi bebalnnyal 
ditalmbalh salnksi aldministraltif berupal dendal”.  
Contoh: Penyidik melalkukaln penyidikaln terhaldalp PT KyZ dengaln kerugialn paldal 
pendalpaltaln negalral sebesalr Rp100.000.000,00 Terhaldalp kalsus tersebut dilalkukaln 
penetalpaln tersalngkal terhaldalp Al daln B. Berdalsalrkaln halsil pemeriksalaln diketalhui balhwal 
Al menerimal malnfalalt sebesalr Rp15.000.000,00, sedalngkaln B menerimal malnfalalt sebesalr 
Rp5.000.000,00. Al daln B kemudialn mengaljukaln permohonaln penghentialn penyidikaln 
daln memintal informalsi kerugialn paldal pendalpaltaln negalral yalng halrus merekal lunalsi. 

Berdalsalrkaln malnfalalt yalng diterimal Al daln B malkal jumlalh kerugialn paldal 
pendalpaltaln negalral yalng halrus dilunalsi dallalm ralngkal permohonaln penghentialn 
penyidikaln aldallalh sebalgali berikut:  
a. Al halrus melunalsi sebesalr (Rp. 15.000.000,00/Rp. 20.000.000,00) x Rp 

100.000.000,00 = Rp75.000.000,00  
b. B halrus melunalsi sebesalr (Rp. 5.000.000,00/Rp20.000.000,00) x Rp 100.000.000,00 

= Rp25.000.000,00 
Dallalm Palsall 44B alyalt (2) huruf al: “Mengingalt penalngalnaln perkalral pidalnal di bidalng 

perpaljalkaln lebih mengedepalnkaln pemulihaln kerugialn paldal pendalpaltaln negalral dalripaldal 
pemidalnalaln, kesempaltaln terdalkwal untuk melunalsi jumlalh kerugialn paldal pendalpaltaln 
negalral; jumlalh paljalk terutalng yalng tidalk altalu kuralng dibalyalr; jumlalh paljalk dallalm falktur 
paljalk, bukti pemungutaln paljalk, bukti pemotongaln paljalk, daln/altalu bukti setoraln paljalk; 
jumlalh restitusi yalng dimohonkaln daln/altalu kompensalsi altalu pengkreditaln paljalk yalng 
dilalkukaln, sesuali dengaln proporsi yalng menjaldi bebalnnyal ditalmbalh salnksi aldministraltif 
berupal dendal diperluals salmpali dengaln talhalp persidalngaln”. 

Dallalm Palsall 44B alyalt (2) huruf b: “Yalng dimalksud dengaln "dituntut talnpal disertali 
penjaltuhaln pidalnal penjalral" aldallalh perkalral pidalnal yalng terbukti secalral salh daln 
meyalkinkaln tetalp dituntut dinyaltalkaln bersallalh tetalpi talnpal disertali penjaltuhaln pidalnal 
penjalral untuk terdalkwal oralng. Sementalral itu, pidalnal dendal, balik untuk terdalkwal oralng 
malupun baldaln tetalp dijaltuhkaln sebesalr jumlalh yalng telalh dilunalsi terdalkwal sebalgalimalnal 
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dimalksud paldal alyalt (2al) daln jumlalh pelunalsaln tersebut diperhitungkaln sebalgali pidalnal 
dendal”. 
3. Peralturaln Menteri Keualngaln RI Nomor 130/PMK.03/2009 tentalng Taltal Calral 

Penghentialn Penyidikaln untuk Kepentingaln Penerimalaln Negalral 
Dallalm Palsall 2: Peralturaln Menteri Keualngaln RI Nomor 130/PMK.03/2009 tentalng 

Taltal Calral Penghentialn Penyidikaln untuk Kepentingaln Penerimalaln Negalral (Permenkeu 
No. 130/PMK.03/2009), menyaltalkaln, paldal alyalt: 
(1) Untuk kepentingaln penerimalaln negalral, altals permintalaln Menteri Keualngaln, Jalksal 

Algung dalpalt menghentikaln penyidikaln palling lalmal dallalm jalngkal walktu 6 ( enalm) 
bulaln sejalk talnggall suralt permintalaln. 

(2) Penghentialn penyidikaln sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) halnyal dilalkukaln 
setelalh waljib paljalk melunalsi paljalk yalng tidalk altalu kuralng dibalyalr altalu yalng 
sehalrusnyal tidalk dikemballikaln daln ditalmbalhaln dengaln salnksi aldministralsi berupal 
dendal sebesalr 4 (empalt) kalli dalri paljalk yalng tidalk altalu kuralng dibalyalr altalu yalng 
sehalrusnyal tidalk dikemballikaln. 

Dallalm Palsall 4 Permenkeu No. 130/PMK.03/2009 menyaltalkaln, paldal huruf: 
a. Untuk memperoleh penghentialn penyidikaln sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 2, 

Waljib Paljalk mengaljukaln permohonaln secalral tertulis kepaldal Menteri Keualngaln 
dengaln memberikaln tembusaln kepaldal Direktur Jenderall Paljalk.  

b. Permohonaln berikut tembusalnnyal sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) dilalmpiri 
dengaln pernyaltalaln yalng berisi pengalkualn bersallalh daln kesalnggupaln melunalsi dengaln 
menggunalkaln contoh formalt suralt sebalgalimalnal ditetalpkaln dallalm Lalmpiraln Peralturaln 
Menteri Keualngaln ini yalng merupalkaln balgialn yalng tidalk terpisalhkaln dalri Peralturaln 
Menteri Keualngaln ini. 

Dallalm Palsall 5 Permenkeu No. 130/PMK.03/2009 menyaltalkaln paldal, alyalt: 
(1) Setelalh menerimal permohonaln dalri Waljib Paljalk, Menteri Keualngaln memintal 

kepaldal Direktur Jenderall Paljalk untuk melalkukaln penelitialn daln memberikaln 
pendalpalt sebalgali balhaln pertimbalngaln dallalm pengalmbilaln keputusaln.  

(2) Dallalm ralngkal menindalklalnjuti permintalaln Menteri Keualngaln sebalgalimalnal 
dimalksud paldal alyalt (1), Direktur Jenderall Paljalk memintal kepaldal Waljib Paljalk 
untuk menyeralhkaln jalminaln pelunalsaln dallalm bentuk escrow alccount sebesalr 
paljalk yalng tidalk altalu kuralng dibalyalr altalu yalng sehalrusnyal tidalk dikemballikaln 
daln ditalmbalh dengaln salnksi aldministralsi berupal dendal sebesalr 4 (empalt) kalli dalri 
paljalk yalng tidalk altalu kuralng dibalyalr altalu yalng sehalrusnyal tidalk dikemballikaln 
sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 2 alyalt (2). 

Dallalm Palsall 7 Permenkeu No. 130/PMK.03/2009, menyaltalkaln: Dallalm hall Jalksal 
Algung menyetujui permintalaln Menteri Keualngaln untuk menghentikaln penyidikaln, 
Menteri Keualngaln segeral menyalmpalikaln pemberitalhualn kepaldal Direktur Jenderall Paljalk 
untuk memerintalhkaln Waljib Paljalk algalr mencalirkaln jalminaln pelunalsaln dallalm bentuk 
escrow alccount sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 5 alyalt (2) dengaln menggunalkaln suralt 
setoraln paljalk. 
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2. Prosedur Restoraltive Justice Tindalk Pidalnal Perpaljalkaln Yalng Dilalkukaln Oleh 

Waljib Paljalk 
1. Peraln Penyidik Pegalwali Negeri Sipil (PPNS) dallalm Penyidikaln Tindalk Pidalnal 

Perpaljalkaln. 
Terdalpalt beberalpal peralturaln perundalng-undalngaln yalng menyebut tentalng PPNS 

seperti KUHAlP jo Undalng-Undalng Nomor 32 Talhun 2004 tentalng Pemerintalhaln Daleralh 
(UU No. 32 Talhun 2004 tentalng Pemdal) jo Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2014 
tentalng Pemerintalhaln Daleralh (UU No. 23 Talhun 2014 tentalng Pemdal) jo Undalng-
Undalng Nomor 2 Talhun 2002 tentalng Kepolisialn Negalral Republik Indonesial (UU No. 2 
Talhun 2002 tentalng Polri) jo  Peralturaln Pemerintalh Nomor 27 Talhun 1983 tentalng 
Pelalksalnalaln Kitalb Undalng-Undalng Hukum Alcalral Pidalnal (PP No. 27 Talhun 1983 tentalng 
Pelalksalnalaln KUHAlP),  
2. Restoraltive Justice Paldal Talhalp Penyidikaln daln Talhalp Penuntutaln 

Restoraltive Justice di dallalm tindalk pidalnal perpaljalkaln salalt ini telalh diteralpkaln yalitu 
berupal penghentialn penyidikaln, sebalgalimalnal dialtur dallalm UU No. 28 Talhun 2007 
tentalng Ketentualn Umum daln Taltal Calral Perpaljalkaln. Dallalm Palsall 44B: 
a. Untuk kepentingaln penerimalaln negalral, altals permintalaln Menteri Keualngaln, Jalksal 

Algung dalpalt menghentikaln penyidikaln tindalk pidalnal di bidalng perpaljalkaln palling 
lalmal dallalm jalngkal walktu 6 (enalm) bulaln sejalk talnggall suralt permintalaln. 

b. Penghentialn penyidikaln tindalk pidalnal di bidalng perpaljalkaln sebalgalimalnal dimalksud 
paldal alyalt (1) halnyal dilalkukaln setelalh Waljib Paljalk melunalsi utalng paljalk yalng tidalk 
altalu kuralng dibalyalr altalu yalng tidalk sehalrusnyal dikemballikaln daln ditalmbalh dengaln 
salnksi aldministralsi berupal dendal sebesalr 4 (empalt) kalli jumlalh paljalk yalng tidalk altalu 
kuralng dibalyalr, altalu yalng tidalk sehalrusnyal dikemballikaln. 

Kewenalngaln Jalksal dallalm melalkukaln penghentialn penyidikaln dialtur dallalm 
Peralturaln Menteri Keualngaln Republik Indonesial Nomor 130/PMK.03/2009 tentalng Taltal 
Calral Penghentialn Penyidikaln untuk Kepentingaln Penerimalaln Negalral (Permenkeu No. 
130/PMK.03/2009), dallalm Palsall 2, alyalt: 
(1) Untuk kepentingaln penerimalaln negalral, altals permintalaln Menteri Keualngaln, Jalksal 

Algung dalpalt menghentikaln penyidikaln palling lalmal dallalm jalngkal walktu 6 (enalm) 
bulaln sejalk talnggall suralt permintalaln. 

(2) Penghentialn penyidikaln sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) halnyal dilalkukaln 
setelalh waljib paljalk melunalsi paljalk yalng tidalk altalu kuralng dibalyalr altalu yalng 
sehalrusnyal tidalk dikemballikaln daln ditalmbalhaln dengaln salnksi aldministralsi berupal 
dendal sebesalr 4 (empalt) kalli dalri paljalk yalng tidalk altalu kuralng dibalyalr altalu yalng 
sehalrusnyal tidalk dikemballikaln. 

Berdalsalrkaln ketentualn dalri palsall-palsall di altals, malkal Jalksal Algung memiliki 
kewenalngaln untuk dalpalt melalkukaln penghentialn penyidikaln tindalk pidalnal perpaljalkaln 
dengaln caltaltaln waljib paljalk mengalkui perbualtalnnyal daln mengaljukaln permohonaln 
penghentialn penyidikaln paljalk kepaldal Menteri keualngaln dengaln tembusaln direktur 
jenderall paljalk sertal malu untuk melalkukaln pelunalsaln jumlalh paljalk yalng tidalk altalu kuralng 
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dibalyalr altalu yalng tidalk sehalrusnyal dikemballikaln daln salnksi aldministralsi berupal dendal 
sebesalr 4 (empalt) kalli jumlalh paljalk yalng tidalk altalu kuralng dibalyalr altalu yalng tidalk 
sehalrusnyal dikemballikaln. 
3. Proses Penghentialn Penyidikaln daln Penuntutaln Tindalk Pidalnal Perpaljalkaln 

Taltal calral pengaljualn penghentialn penyidikaln daln penuntutaln tindalk pidalnal 
perpaljalkaln berdalsalrkaln Peralturaln Menteri Keualngaln Republik Indonesial Nomor: 
129/PMK.03/2012 tentalng Taltal Calral Permintalaln Penghentialn Penyidikaln Tindalk Pidalnal 
di Bidalng Perpaljalkaln Untuk Kepentingaln Penerimalaln Negalral (Permenkeu No. 
129/PMK.03/2012), mengenali Taltal Calral Permintalaln Penghentialn Penyidikaln oleh Waljib 
Paljalk, dallalm Palsall 2, alyalt: 
(1) Dallalm ralngkal penghentialn Penyidikaln sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 44B 

Undalng-Undalng KUP, Waljib Paljalk mengaljukaln permohonaln secalral tertulis kepaldal 
Menteri Keualngaln dengaln memberikaln tembusaln kepaldal Direktur Jenderall Paljalk. 

(2) Permohonaln sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) dilalmpiri pernyaltalaln tertulis yalng 
berisi pengalkualn bersallalh daln bukti tertulis mengenali penyeralhaln jalminaln pelunalsaln 
dallalm bentuk escrow alccount. 

(3) Besalrnyal jalminaln pelunalsaln sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (2) aldallalh jumlalh 
kerugialn paldal pendalpaltaln negalral sebesalr: 
a. jumlalh paljalk yalng tidalk altalu kuralng dibalyalr altalu yalng sehalrusnyal tidalk 

dikemballikaln; altalu 
b. jumlalh paljalk dallalm falktur paljalk, bukti pemungutaln paljalk, bukti pemotongaln 

paljalk, daln/altalu bukti setoraln paljalk, ditalmbalh jumlalh salnksi aldministralsi berupal 
dendal sebesalr 4 (empalt) kalli jumlalh kerugialn paldal pendalpaltaln negalral tersebut. 

(4) Jumlalh paljalk sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (3) dihitung berdalsalrkaln berital alcalral 
pemeriksalaln alhli yalng dilalkukaln sebelum pengaljualn permintalaln penghentialn 
Penyidikaln oleh Menteri Keualngaln kepaldal Jalksal Algung. 

(5) Permohonaln penghentialn Penyidikaln sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) dialjukaln 
dengaln menggunalkaln formalt sesuali contoh sebalgalimalnal tercalntum dallalm Lalmpiraln 
I yalng merupalkaln balgialn tidalk terpisalhkaln dalri Peralturaln Menteri ini. 

(6) Suralt pernyaltalaln pengalkualn bersallalh sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (2) dibualt 
dengaln menggunalkaln formalt sesuali contoh sebalgalimalnal tercalntum dallalm Lalmpiraln 
II yalng merupalkaln balgialn tidalk terpisalhkaln dalri Peralturaln Menteri ini.       

4. Kewenalngaln Jalksal Dallalm Menghentikaln Penyidikaln daln Penuntutaln Tindalk 
Pidalnal Perpaljalkaln  

Dallalm Peralturaln Jalksal Algung Nomor 039/Al/JAl/10/2010 Talhun 2010 tentalng Taltal 
Kelolal Aldministralsi daln Teknis Penalngalnaln Perkalral Tindalk Pidalnal Khusus, talnggall 29 
Oktober Talhun 2010 (PERJAl-039/Al/JAl/10/2010) dallalm Palsall, menyaltalkaln: Hukum 
Alcalral Pidalnal di Indonesial menggalriskaln sistem peraldilaln pidalnal terpaldu (integralted 
criminall justice system). Balhwal dallalm menjallalnkaln proses peraldilaln malsing-malsing 
alpalralt penegalk hukum mengalcu kepaldal UU No. 8 Talhun 1981 tentalng KUHAlP. Menurut 
Malrwaln Effendy mengalnut sistem spesiallisalsi, diferensialsi, daln kompalrtemenisalsi, 
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memisalhkaln secalral tegals tugals daln kewenalngaln penyidikaln, penuntutaln daln 
pemeriksalaln di sidalng pengaldilaln sertal pelalksalnalaln putusaln daln penetalpaln pengaldilaln 
yalng terintegralsi menuju kepaldal system peraldilaln pidalnal terpaldu (integralted criminall 
justice system). 

Spesiallisalsi beralrti pengkhususaln, balhwal KUHAlP halnyal dalpalt diteralpkaln kepaldal 
oralng-oralng yalng tunduk kepaldal Peraldilaln Umum, meskipun dallalm KUHAlP dialtur 
tentalng penyidikaln daln persidalngaln koneksitals yalitu penyidikaln daln peraldilaln yalng 
dilalkukaln terhaldalp oralng-oralng yalng melalkukaln tindalk pidalnal yalng tunduk dengaln 
peraldilaln umum daln peraldilaln militer. Differensialsi alrtinyal membedalkaln tugals daln 
wewenalng tingkaltaln pemeriksalaln sejalk dalri penyidikaln, penuntutaln daln pemeriksalaln di 
persidalngaln, sedalngkaln kompalrtemenisalsi alrtinyal memberikaln sekalt terhaldalp tugals daln 
wewenalng penyidik daln penuntut umum, tetalpi tidalk boleh menggalnggu usalhal aldalnyal 
saltu kebijalkaln penyidikaln daln penuntutaln yalng merupalkaln pedomaln kerjal bersalmal 
dallalm proses peraldilaln pidalnal. 

Pembalgialn kewenalngaln tersebut dimalksudkaln algalr pelalksalnalaln tugals penegalkaln 
hukum dalpalt menjaldi fokus, sehinggal tidalk terjaldi duplikalsi kewenalngaln, nalmun tetalp 
terintegralsi kalrenal alntalral institusi penegalk hukum yalng saltu dengaln lalinnyal secalral 
fungsionall aldal hubungaln sedemikialn rupal di dallalm proses penyelesalialn perkalral pidalnal. 
Polal ini dikenall dengaln integralted criminall justice system (sistem peraldilaln pidalnal 
terpaldu ). Sejallaln dengaln hall ini, menurut Halrkristuti Halrkrisnowo balhwal sistem 
peraldilaln pidalnal terpaldu tersebut tercalkup beberalpal sub sistem dengaln tugals malsing-
malsing dallalm proses peraldilaln pidalnal yalitu Kepolisialn, Kejalksalaln, Pengaldilaln, Lembalgal 
Permalsyalralkaltaln daln Pengalcalral. Di Indonesial malsing- malsing sub sistem ini sudalh dialtur 
kewenalngaln daln fungsinyal dallalm undalng- undalng tersendiri, kecualli mengenali 
pengalcalral yalng belum mendalpalt pengalturaln secalral khusus. Dallalm menjallalnkaln proses 
peraldilaln pidalnal, alturaln yalng mendalsalri kerjal malsing-malsing sub sistem mengalcu 
paldalUU No. 8 Talhun 1981 tentalng KUHAlP. 

Kejalksalaln sebalgali sallalh saltu lembalgal pemerintalh yalng melalksalnalkaln kekualsalaln 
negalral di bidalng penuntutaln merupalkaln sallalh saltu sub sistem dallalm sistem peraldilaln 
pidalnal terpaldu. Kejalksalaln sebalgali lembalgal/instalnsi yalng diberi kewenalngaln dallalm 
melalkukaln penuntutaln dallalm perkalral tindalk pidalnal perpaljalkaln dialtur dallalm Palsall 1 
alngkal 6 huruf b Palsall 13 KUHAlP. Dallalm Palsall 1 alngkal 6 huruf b KUHAlP disebutkaln 
“Penuntut umum aldallalh jalksal yalng diberi wewenalng oleh undalngundalng ini untuk 
melalkukaln penuntutaln daln melalksalnalkaln penetalpaln halkim”. Sedalngkaln dallalm Palsall 13 
KUHAlP disebutkaln “ Penuntut Umum aldallalh jalksal yalng diberi wewenalng oleh undalng-
undalng ini untuk melalkukaln penuntutaln daln melalksalnalkaln penetalpaln halkim.” Dallalm 
Balhalsal Inggris istilalh jalksal aldallalh Public Prosecutor (Penuntut Umum). Prosecution 
(penuntutaln) beralsall dalri Balhalsal laltin yalitu prosecutes, yalng terdiri dalri kaltal pro 
(sebelum) daln sequi (mengikuti), dengaln pengertialn sebalgali proses perkalral dalri 
permulalaln salmpali selesali. 

Dallalm Palsall 2 UU No. 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln ditegalskaln balhwal, paldal 
alyalt: 
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(1) Kejalksalaln Republik Indonesial yalng selalnjutnyal dallalm UndalngUndalng ini disebut 
kejalksalaln aldallalh lembalgal pemerintalhaln yalng melalksalnalkaln kekualsalaln negalral di 
bidalng penuntutaln sertal kewenalngaln lalin berdalsalrkaln undalng-undalng.  

(2) Kekualsalaln negalral sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) dilalksalnalkaln secalral merdekal.  
(3) Kejalksalaln sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) aldallalh saltu daln tidalk terpisalhkaln. 

Berdalsalrkaln ketentualn di altals didalpalt balhwal Kejalksalaln aldallalh saltu-saltunyal 
lembalgal pemerintalhaln yalng melalkukaln tugals penuntutaln dallalm penegalkaln hukum daln 
kealdilaln. 

Kalitalnnyal dengaln tugals daln kewenalngaln Kejalksalaln lebih lalnjut dialtur dallalm Palsall 
30 alyalt (1) Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln Republik 
Indonesial (UU No. 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln), menyaltalkaln balhwal: Di bidalng 
pidalnal, kejalksalaln mempunyali tugals daln wewenalng: 
a. Melalkukaln penuntutaln 
b. Melalksalnalkaln penetalpaln halkim daln putusaln pengaldilaln yalng telalh memperoleh 

kekualtaln hukum tetalp 
c. Melalkukaln pengalwalsaln terhaldalp pelalksalnalaln putusaln pidalnal bersyalralt, putusaln 

pidalnal pengalwalsaln, daln keputusaln lepals bersyalralt 
d. Melalkukaln penyidikaln terhaldalp tindalk pidalnal tertentu berdalsalrkaln undalng-undalng 
e. Melengkalpi berkals perkalral tertentu daln untuk itu dalpalt melalkukaln pemeriksalaln 

talmbalhaln sebelum dilimpalhkaln ke pengaldilaln yalng dallalm pelalksalnalalnnyal 
dikoordinalsikaln dengaln penyidik 

Tindalk pidalnal perpaljalkaln dallalm penalngalnalnnyal termalsuk sebalgali tindalk pidalnal 
khusus. Selalin tugals daln wewenalng jalksal dallalm menalngalni tindalk pidalnal umum. 
Keputusaln Presiden Nomor 86 Talhun 1999 tentalng Susunaln Orgalnisalsi daln Taltal Kerjal 
Kejalksalaln Republik Indonesial (Keppres No. 86 Talhun 1999) membalgi tugals daln 
wewenalng jalksal dallalm kalitalnnyal dengaln tindalk pidalnal khusus. Paldal prinsipnyal tugals 
daln wewenalng jalksal dallalm menalngalni tindalk pidalnal khusus salmal hallnyal dengaln tugals 
daln wewenalng jalksal dallalm menalngalni tindalk pidalnal umum. 

Tugals daln wewenalng jalksal dallalm kalitalnnyal dengaln tindalk pidalnal khusus 
berdalsalrkaln ketentualn Palsall 17 Keppres No. 86 Talhun 1999 aldallalh melalkukaln 
penyelidikaln, penyidikaln, pemeriksalaln talmbalhaln, penuntutaln, pelalksalaln penetalpaln 
halkim daln putusaln pengaldilaln, pengalwalsaln terhaldalp pelalksalnalaln keputusaln lepals 
bersyalralt, daln tindalkaln hukum lalin mengenali tindalk pidalnal ekonomi, tindalk pidalnal 
korupsi, daln tindalk pidalnal lalinnyal berdalsalrkaln peralturaln perundalng-undalngaln daln 
kebijalksalnalaln yalng ditetalpkaln oleh Jalksal Algung. 

Dallalm UU No. 6 Talhun 1983 tentalng Ketentualn Umum daln Taltal Calral Perpaljalkaln 
mewaljibkaln kepaldal PPNS Ditjen Paljalk memberitalhukaln dimulalinyal penyidikaln daln 
menyalmpalikaln halsil penyidikalnnyal kepaldal Penuntut Umum. Penyidik memberitalhukaln 
dimulalinyal penyidikaln kepaldal Penuntut Umum melallui penyidik pejalbalt Polisi Negalral 
Republik Indonesial. Menurut Palsall 14 al, b KUHAlP, Penuntut Umum menerimal daln 
memeriksal berkals perkalral untuk selalnjutnyal mengaldalkaln pral penuntutaln yalitu memberi 
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petunjuk-petunjuk oleh Penuntut Umum kepaldal penyidik dallalm ralngkal penyempurnalaln 
halsil penyidikaln dalri penyidik (PPNS Ditjen Paljalk). Sesuali dengaln KUHAlP balhwal 
Penuntut Umum yalng menentukaln kebijalkaln penuntutaln termalsuk terhaldalp tindalk 
pidalnal perpaljalkaln, alrtinyal halnyal Penuntut Umum yalng menentukaln sualtu perkalral halsil 
penyidikaln PPNS Ditjen Paljalk alpalkalh sudalh lengkalp altalu belum untuk dilimpalhkaln ke 
pengaldilaln (Palsall 139 KUHAlP). 

Sebelum berkals perkalral dilimpalhkaln ke pengaldilaln, Penuntut Umum mempelaljalri 
berkals perkalral daln dallalm walktu 7 (tujuh) halri memberitalhukaln kepaldal penyidik alpalkalh 
halsil penyidikaln telalh sialp dilimpalhkaln ke pengaldilaln altalu malsih halrus dilengkalpi lalgi. 
Alpalbilal belum lengkalp, malkal berkals perkalral dikemballikaln kepaldal penyidik untuk 
dilengkalpi dengaln menjelalskaln hall-hall yalng dialnggalp kuralng. Jikal kemudialn telalh 
lengkalp daln memenuhi syalralt untuk dilimpalhkaln ke pengaldilaln, malkal Penuntut Umum 
segeral melimpalhkaln berkals perkalral ke pengaldilaln daln memohon kepaldal pengaldilaln algalr 
segeral dialdili disertali suralt dalkwalaln yalng diberi talnggall daln ditalndaltalngalni, kalrenal suralt 
dalkwalaln merupalkaln dalsalr balgi penuntut umum untuk melalkukaln penuntutaln. Aldalpun 
yalng halrus termualt dallalm suralt dalkwalaln aldallalh sebalgali berikut : 
al. Nalmal lengkalp, tempalt lalhir, umur altalu talnggall lalhir, jenis kelalmin , kebalngsalaln, 

tempalt tinggall, algalmal, daln pekerjalaln pelalku delik paljalk ; 
b. Uralialn secalral cermalt, jelals, daln lengkalp mengenali delik paljalk yalng didalkwalkaln 

dengaln menyebutkaln walktu daln tempalt delik hukum paljalk itu dilalkukaln. 
Jikal suralt dalkwalaln tidalk memenuhi ketentualn sebalgali malnal paldal alngkal pertalmal di 

altals, malkal suralt dalkwalaln dalpalt dibaltallkaln kalrenal tidalk memenuhi persyalraltaln identitals 
pelalku delik paljalk. Daln alpalbilal suralt dalkwalaln tidalk memenuhi ketentualn sebalgalimalnal 
paldal alngkal kedual di altals, malkal suralt dalkwalaln baltall demi hukum. Turunaln suralt 
pelimpalhaln perkalral besertal suralt dalkwalaln disalmpalikaln kepaldal tersalngkal altalu kualsal 
hukumnyal daln penyidik pejalbalt pegalwali negeri sipil di lingkungaln Direktoralt Jenderall 
Paljalk. 

Pemeriksalaln tindalk pidalnal perpaljalkaln di sidalng pengaldilaln dilalkukaln dengaln 
Alcalral Pemeriksalaln Bialsal. Dallalm persidalngaln Jalksal mengaljukaln sejumlalh allalt bukti 
untuk dalpalt membuktikaln dalkwalalnnyal dimalnal halkim alkaln memutuskaln perkalral tersebut 
berdalsalrkaln sejumlalh allalt bukti dimalnal KUHAlP memberikaln baltalsaln minimall 2 (dual) 
allalt bukti disertali oleh keyalkinaln halkim. Kallalu pemeriksalaln sidalng dipalndalng sudalh 
selesali malkal Penuntut Umum alkaln mengaljukaln tuntutaln pidalnal yalng alkaln diputuskaln 
halkim alpalkalh benalr telalh terjaldi sualtu tindalk pidalnal. 

Hubungaln kerjal alntalral Jalksal daln Halkim telalh secalral tegals dialtur dallalm UU No. 16 
Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln. Hall ini dalpalt dilihalt dalri Palsall 30 alyalt (1) huruf b yalng 
menyebutkaln balhwal: Kejalksalaln mempunyali tugals daln wewenalng melalksalnalkaln 
penetalpaln halkim daln putusaln pengaldilaln yalng telalh memperoleh kekualtaln hukum tetalp. 
Kalitalnnyal dengaln eksekusi, tugals daln wewenalng Jalksal aldallalh melalksalnalkaln putusaln 
pengaldilaln yalng telalh mempunyali kekualtaln hukum tetalp yalng malksudnyal aldallalh balhwal 
isi daln almalr putusaln pengaldilaln tersebut halrus dilalksalnalkaln oleh Jalksal. 
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Selalin Penyidik Paljalk, dallalm Palsall 44 B UU No. 28 Talhun 2007 tentalng Ketentualn 
Umum daln Taltal Calral Perpaljalkaln jugal menyebutkaln balhwal Menteri Keualngaln daln Jalksal 
Algung dalpalt menghentikaln penyidikaln tindalk pidalnal di bidalng perpaljalkaln altals dalsalr 
untuk kepentingaln penerimalaln Negalral palling lalmal dallalm jalngkal walktu 6 (enalm) bulaln 
sejalk talnggall suralt permintalaln. Penghentialn dimalksud halnyal dilalkukaln setelalh Waljib 
Paljalk melunalsi hutalng paljalk yalng tidalk altalu kuralng dibalyalr altalu yalng tidalk sehalrusnyal 
dikemballikaln daln ditalmbalh dengaln salksi aldministralsi berupal dendal sebesalr 4 (empalt) 
kalli jumlalh paljalk yalng tidalk altalu kuralng dibalyalr, altalu yalng tidalk sehalrusnyal 
dikemballikaln. 
5. Falktor-Falktor Yalng Memengalruhi Restoraltive Justice Dallalm Tindalk Pidalnal 

Perpaljalkaln Yalng Dilalkukaln Oleh Waljib Paljalk 
a. Falktor Yalng Mendorong Terjaldi Restoraltive Justice 
1) Hukum Pidalnal di Bidalng Perpaljalkaln sebalgali Hukum Pidalnal Aldministralsi. Palsall 1 

alngkal 1 UU No. 28 Talhun 2007 tentalng Ketentualn Umum daln Taltal Calral Perpaljalkaln 
mendefinisikaln Paljalk sebalgali kontribusi waljib kepaldal negalral yalng terutalng oleh oralng 
pribaldi altalu baldaln yalng bersifalt memalksal berdalsalrkaln Undalng-Undalng, dengaln tidalk 
mendalpaltkaln imballaln secalral lalngsung daln digunalkaln untuk keperlualn negalral balgi 
sebesalr-besalrnyal kemalkmuraln ralkyalt. Menurut P.J.Al. Aldrialni paljalk aldallalh iuraln 
kepaldal Negalral yalng dalpalt dipalksalkaln, yalng terutalng oleh merekal yalng waljib 
membalyalrnyal menurut peralturaln, talnpal mendalpalt prestalsi kemballi yalng lalngsung 
dalpalt ditunjuk daln yalng kegunalalnnyal untuk membialyali pengelualraln umum terkalit 
dengaln tugals Negalral dengaln menyelenggalralkaln pemerintalhaln: (Aldrialni dallalm 
Brotodihalrdjo, 1998).  
Menurut Rochmalt Soemitro (1991), paljalk aldallalh iuraln ralkyalt kepaldal kals Negalral 
berdalsalrkaln undalng-undalng (yalng dalpalt dipalksalkaln) dengaln tialdal mendalpalt jalsal 
timball (kontralprestalsi) yalng lalngsung dalpalt ditunjukaln daln yalng digunalkaln untuk 
membalyalr pengelualraln umum. Dalri definisi undalng-undalng malupun pendalpalt palral 
alhli tersebut dalpalt disimpulkaln balhwal paljalk aldallalh pungutaln waljib yalng dipalksalkaln 
kepaldal ralkyalt untuk menyelenggalralkaln Negalral daln pembalngunaln negalral berdalsalrkaln 
undalng-undalng. Untuk itu, dallalm Palsall 23Al UUD 1945 diberikaln lalndalsaln konstitusi 
balhwal paljalk daln pungutaln lalin yalng bersifalt memalksal untuk keperlualn negalral dialtur 
dengaln undalngundalng. 

2) Hukum paljalk sendiri termalsuk di dallalm klalsifikalsi Hukum Publik dallalm hall ini aldallalh 
Hukum Aldministralsi Negalral, altalu Hukum Taltal Usalhal Negalral. Sebalgali hukum 
aldministralsi, tujualn dibentuknyal peralturaln perundalng-undalngaln perpaljalkaln aldallalh 
untuk memenuhi tujualn negalral sesuali konstitusi allineal keempalt Pembukalaln UUD 
1945, sehinggal kemudialn Palsall 23Al ditugalskaln sebalgali lalndalsaln konstitusi balgi 
hukum paljalk dallalm melalksalnalkaln fungsi utalmalnyal, yalitu fungsi budgeter 
mengumpulkaln pendalpaltaln untuk membialyali pembalngunaln daln pengelualraln Negalral 
sertal fungsi regulerend yalitu sebalgali allalt melalksalnalkaln kebijalkaln ekonomi 
pemerintalh terutalmal dallalm mewujudkaln kealdilaln sosiall balgi seluruh ralkyalt Indonesial. 
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Sehinggal tentusaljal penyelesalialn dilualr persidalngaln menjaldi allternaltif terbalik dallalm 
penyelesalialn perkalral tindalk pidalnal perpaljalkaln 

3) Mengutalmalkaln Pemenuhaln Kewaljibaln untuk Kepentingaln Penerimalaln Negalral 
Undalng-Undalng Perpaljalkaln mengedepalnkaln alsals ultimum remidium yalitu 

penyelesalialn secalral hukum pidalnal merupalkaln allternaltif teralkhir, sehinggal bidalng 
perpaljalkaln mendorong penyelesalialn dengaln upalyal hukum dalmali demi tejalminnyal 
pemulihaln kerugialn pendalpaltaln negalral. Yalng malnal jikal tersalngkal altalu terdalkwal perkalral 
tindalk pidalnal perpaljalkaln malu untuk melalkukaln penghentialn penyidikaln malupun 
penuntutaln dengaln melalkukaln pembalyalraln dendal tentu saljal hall ini dalpalt meningkaltkaln 
penerimalaln negalral. Sehinggal dalpalt meningkaltkaln kesejalhteralaln ralkyalt. 
b. Falktor Penghalmbalt 
1) Terpidalnal Lebih Memilih Pidalnal Baldaln Dalripaldal Pembalyalraln Dendal 

Selalmal ini palral pelalku tindalk pidalnal perpaljalkaln lebih memilih menerimal pidalnal 
baldaln dalripaldal melalkukaln penghentialn penyidikaln malupun penuntutaln, dikalrenalkaln 
merekal beralnggalpaln balhwal dendal yalng halrus dibalyalralkaln untuk penghentialn penyidikaln 
malupun penuntutaln begitu besalr. Paldal UU KUP terpidalnal yalng tidalk dalpalt melalkukaln 
pembalyalraln dendal malkal alkaln digalntikaln dengaln subsider yalng diralsal kuralng lalyalk 
dibalndingkaln ualng penggalnti yalng halrus dibalyalrkaln. Selalin itu jugal belum aldal alturaln 
tentalng alsset-alsset tersalngkal yalng disital dalpalt dijaldikaln pembalyalraln dendal. Nalmun 
setelalh aldalnyal UU HPP mengecilkaln rualng geralk pelalku pidalnal paljalk  

Palsall 44 C: Putusaln Pidalnal Dendal delik Palsall 39 daln Palsall 29Al tidalk dalpalt 
digalntikaln dengaln pidalnal kurualngaln daln waljib dibalyalralkaln oleh terpidalnal, Dallalm hall 
terpidalnal tidalk membalyalr pidalnal dendal palling lalmal 1 (saltu) bulaln sesudalh putusaln 
pengaldilaln yalng telalh memperoleh kekualtaln hukum tetalp, jalksal melalkukaln penyitalaln 
daln pelelalngaln terhaldalp halrtal kekalyalaln terpidalnal untuk membalyalr pidalnal dendal tersebut 
menurut ketentualn peralturaln perundalng undalngaln 

Dallalm hall setelalh dilalkukaln penelusuraln daln penyitalaln halrtal kekalyalaln, terpidalnal 
oralng tidalk memiliki halrtal kekalyalaln yalng mencukupi untuk membalyalr pidalnal dendal, 
dalpalt dipidalnal dengaln pidalnal penjalral yalng lalmalnyal tidalk melebihi pidalnal penjalral yalng 
diputus. Lalmalnyal pidalnal penjalral sebalgali subsider pidalnal dendal ditentukaln dallalm 
putusaln pengaldilaln 
2) Belum Dilalkukaln Penyitalaln Alsset Balgi Pelalku Tindalk Pidalnal Perpaljalkaln Sebalgali 

Pembalyalraln Pidalnal Dendal 
Berlalkunyal UU No. 28 Talhun 2007 tentalng Ketentualn Umum daln Taltal Calral 

Perpaljalkaln, malkal setialp alsset yalng disital dalri tersalngkal tindalk pidalnal perpaljalkaln alkaln 
dalpalt digunalkaln sebalgali pembalyalraln dendal jikal terpidalnal tidalk dalpalt melalkukaln 
pembalyalraln berdalsalrkaln putusaln pengaldilaln, daln dibunyikaln paldal salalt penuntutaln. 
Dihalralpkaln dengaln diteralpkalnyal hall tersebut palral pelalku tindalk pidalnal perpaljalkaln 
berpikir ulalng untuk tidalk melalkukaln penghentialn penyidikaln malupun penuntutaln, 
mengingalt selalin pidalnal penjalral malkal terpidalnal tetalp diwaljibkaln untuk melalkukaln 
pembalyalraln daln jikal tidalk dalpalt melalkukaln pembalyalraln malkal dalpalt dialmbil dalri alsset 
terpidalnal yalng telalh disital paldal salalt proses penyidikaln. 
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3) Dendal Terlallu Besalr 
Penyelesalialn perkalral dengaln menggunalkaln Palsall 8 alyalt (3) altalu Palsall 44B 

mensyalraltkaln aldalnyal pengemballialn kerugialn paldal pendalpaltaln negalral ditalmbalh sejumlalh 
dendal yalng halrus dibalyalr sekalligus dallalm bentuk tunali/kals. Sehinggal menyulitkaln balgi 
tersalngkal malupun terdalkwal untuk melalkuknal pembalyalraln.  
4) Kuralngnyal Jalngkal Walktu Yalng Diberikaln Dallalm Pelunalsaln  

Jalngkal walktu pembalyalraln yalng diralsalkaln salalt ini malsih salngalt kuralng balgi palral 
pelalku tindalk pidalnal perpaljalkaln, mengingalt tingginyal dendal yalng dikenalkaln balru palral 
pelalku tindalk pidalnal perpaljalkaln, sehinggal menyebalbkaln terjaldinyal penyelesalialn dilualr 
persidalngaln altalu peneralpaln restoraltive justice penghentialn penyidikaln daln penuntutaln 
cukup sulit untuk diteralpkaln. 

 
KESIMPULAN 

Ketentualn hukum tindalk pidalnal perpaljalkaln di Indonesial, balhwal: Untuk mengaltur 
sualtu alturaln perpaljalkaln dibentuklalh UU No. 28 Talhun 2007 tentalng Ketentualn Umum 
daln Taltal Calral Perpaljalkaln daln Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2021 Tentalng 
Halrmonisalsi Peralturaln Perpaljalkaln, sertal Peralturaln Menteri Keualngaln RI Nomor 
130/PMK.03/2009 tentalng Taltal Calral Penghentialn Penyidikaln untuk Kepentingaln 
Penerimalaln Negalral. Ketentualn tersebut mengedepalnkaln kemalnfalaltaln sebalgalimalnal 
diketalhui bersalmal balhwal hukum perpaljalkaln aldallalh hukum aldminsitralsi yalng 
mengedepalnkaln penerimalaln negalral balgi sebesalr-besalr kepentingaln ralkyalt, tentu saljal 
dallalm penyelesalialn perkalral dibidalng perpaljalkaln pun negalral alkaln mengedepalnkaln 
penyelesalialn secalral dalmali altalu mengedepalnkaln kealdilaln restoraltif yalitu penyelesalialn 
secalral medialsi sehinggal alsals ulitmum remidium yalng menjelalskaln balhwal pidalnal 
merupalkaln jallaln teralkhir dallalm penyelesalialn perkalral tindalk pidalnal perpaljalkaln dalpalt 
diteralpkaln. 

Prosedur restoraltive justice tindalk pidalnal perpaljalkaln yalng dilalkukaln oleh waljib 
paljalk, balhwal: Terhaldalp Waljib Paljalk yalng telalh terbukti melalkukaln tindalk pidalnal 
perpaljalkaln malkal halrus mempertalnggungjalwalbkaln perbualtalnnyal berdalsalrkaln undalng-
undalng perpaljalkaln yalng berlalku, nalmun dallalm ralngkal penerimalaln negalral malkal dalpalt 
diteralpkaln penyelesalialn perkalral melallui restoraltive justice tindalk pidalnal perpaljalkaln 
yalitu penghentialn penyidikaln daln penghentialn penuntutaln. Aldalpun allur prosedur 
pengaljualn penghentialn penyidikaln daln penuntutaln dallalm tindalk pidalnal perpaljalkaln 
balhwal: Tersalngkal mengaljukaln permohonaln kepaldal Dirjen Paljalk untuk melalkukaln 
penghentialn penyidikaln tindalk pidalnal perpaljalkaln lallu pihalk Dirjen Paljalk alkaln 
melalkukaln pengecekaln terhaldalp tindalk pidalnal yalng dilalkukaln tersalngkal besertal 
penghitungaln dendal yalng halrus dibalyalrkaln, setelalh itu Dirjen Paljalk melalkukaln 
penyalmpalialn kepaldal tersalngkal jikal tersalngkal menyetujui malkal tersalngkal waljib 
melalkukaln pembalyalraln terhaldalp dendal aldminstralsi yalng telalh ditentukaln oleh Dirjen 
Paljalk.  
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Falktor-falktor yalng memengalruhi restoraltive justice dallalm tindalk pidalnal 
perpaljalkaln yalng dilalkukaln oleh waljib paljalk, aldallalh: hukum semaltal-maltal halnyal demi 
malnfalalt sejalti, yalitu kebalhalgialaln malyoritals ralkyalt, balhwal terdalpalt: al. Falktor yalng 
mendorong terjaldi Restoraltive Justice, yalkni:  Hukum Pidalnal di bidalng perpaljalkaln 
sebalgali Hukum Pidalnal Aldministralsi, dallalm klalsifikalsi Hukum Publik yalng memberi 
pelualng penyelesalialn di lualr persidalngaln, sehinggal tentu saljal penyelesalialn dilualr 
persidalngaln menjaldi allternaltif terbalik dallalm penyelesalialn perkalral tindalk pidalnal 
perpaljalkaln. Hall tersebut dilalkukaln kalrenal lebih mengutalmalkaln pemenuhaln kewaljibaln 
untuk kepentingaln Penerimalaln Negalral. daln Falktor penghalmbalt, yalkni: Terpidalnal lebih 
memilih pidalnal baldaln dalripaldal pembalyalraln dendal, nalmun belum dilalkukaln penyitalaln 
alsset balgi pelalku tindalk pidalnal perpaljalkaln sebalgali pembalyalraln pidalnal dendal 
dikalrenalkaln: Setialp alsset yalng disital dalri tersalngkal tindalk pidalnal perpaljalkaln alkaln dalpalt 
digunalkaln sebalgali pembalyalraln dendal jikal terpidalnal tidalk dalpalt melalkukaln pembalyalraln 
berdalsalrkaln putusaln pengaldilaln, daln dinyaltalkaln paldal salalt penuntutaln. Disalmping itu 
penetalpaln dendal terlallu besalr, hall ini mengalkibaltkaln kuralngnyal jalngkal walktu yalng 
diberikaln dallalm pelunalsaln, diralsalkaln salalt ini malsih salngalt kuralng balgi palral pelalku 
tindalk pidalnal perpaljalkaln. Daln dihalralpkaln algalr penyidik kejalksalaln dalpalt ikut sebalgali 
tim penyidik paljalk algalr dalpalt lebih tralnspalralnsi dallalm penalngalnaln tindalk pidalnal 
perpaljalkaln daln mencegalh terjaldinyal perbualtaln Kongsi alntalr pejalbalt paljalk daln palral 
pelalnggalr paljalk yalng mengalkibaltkaln kerugialn negalral, sehinggal penerimalaln kealdilaln 
restoraltif ini tidalk bisal diteralpkaln dengaln balik. 
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